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Abstrak

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana konvensional yang masih sering terjadi di Indonesia
dengan modus yang terus berkembang, seperti investasi bodong, penipuan daring, dan penyalahgunaan
kepercayaan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum
terhadap tindak pidana penipuan dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi kendala
yuridis dan non-yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis
empiris melalui studi dokumentasi dan kajian kasus-kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penanganan perkara penipuan masih menghadapi sejumlah persoalan krusial, antara lain kaburnya batas
antara penipuan dan wanprestasi, lemahnya pembuktian unsur niat jahat, dan inkonsistensi putusan
pengadilan. Selain itu, kurangnya pedoman teknis dan minimnya koordinasi antarlembaga penegak
hukum turut memperlemah efektivitas penanganan perkara. Penelitian ini merekomendasikan integrasi
pendekatan hukum progresif dan restoratif dalam menangani kejahatan penipuan modern agar hukum
tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan berpihak pada korban.

Kata Kunci: Penipuan, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Restitusi, Reformasi Hukum
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Abstract

Fraud is one of the conventional criminal offenses that continues to occur frequently in Indonesia, with
evolving modes of operation such as fraudulent investment schemes, online scams, and abuse of trust
in transactions. This study aims to analyze the dynamics of law enforcement regarding fraud crimes within
the Indonesian criminal justice system, as well as to identify the juridical and non-juridical obstacles faced
by law enforcement authorities, particularly the police, prosecutors, and courts. This research employs a
normative juridical approach enriched by empirical analysis through document studies and reviews of
actual cases. The findings indicate that the handling of fraud cases still faces several crucial issues,
including the blurred line between fraud and breach of contract, weak evidence of malicious intent, and
inconsistencies in court decisions. Moreover, the lack of technical guidelines and limited coordination
among law enforcement institutions further weakens the effectiveness of case handling. This study
recommends the integration of progressive and restorative legal approaches in addressing modern fraud
crimes so that the law serves not only a repressive function but also offers solutions and prioritizes the
rights of victims.

Keyword: Fraud, Criminal Law, Law Enforcement, Restitution, Legal Reform

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang
hingga kini tetap marak terjadi di Indonesia. Modus pelaku semakin kompleks dan variatif,
mulai dari penipuan transaksi online, investasi bodong, hingga penyalahgunaan
kepercayaan dalam hubungan hukum perdata (Paminto, et. all, 2024). Masyarakat sebagai
korban seringkali mengalami kerugian besar baik secara material maupun psikologis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum pidana yang mengatur
penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP belum sepenuhnya efektif
menimbulkan efek jera (Nursabilah, et. all, 2024). Ketika korban melapor, proses hukum
sering kali lambat, dan pelaku tidak jarang bebas karena minimnya alat bukti. Hal ini
menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan menghadapi banyak tantangan,
baik dari sisi substansi hukum, aparat penegak hukum, hingga peran serta masyarakat.
Banyak laporan kasus penipuan yang tidak ditindaklanjuti secara optimal karena terbentur
prosedur pembuktian yang rumit, interpretasi hukum yang terbatas, serta minimnya
pemahaman korban atas hak-hak hukumnya. Selain itu, terdapat kecenderungan pelaku
menggunakan celah  hukum perdata sebagai tameng untuk menghindari
pertanggungjawaban pidana (Syarifuddin & Novario, 2024). Di sisi lain, aparat penegak
hukum kerap menghadapi dilema dalam menentukan batas antara wanprestasi dan

penipuan, sehingga penanganannya menjadi stagnan dan tidak berpihak pada korban.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana dinamika
penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam sistem hukum pidana Indonesia
dan bagaimana urgensi penegakan hukum terhadap penipuan. Dengan memahami
dinamika tersebut, penelitian ini berusaha menemukan solusi dan rekomendasi guna
memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan korban.
Selain itu, studi ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya reformasi

hukum pidana materiil maupun formil dalam menangani tindak pidana penipuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan
dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji
ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 378 KUHP
tentang penipuan, serta berbagai regulasi terkait penegakan hukum pidana di Indonesia.
Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan,
laporan institusi penegak hukum, serta hasil investigasi kasus penipuan seperti MeMiles dan
DNA Pro. Bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, artikel ilmiah), dan bahan hukum
tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Data ini diperoleh melalui penelusuran
kepustakaan, basis data hukum nasional, dan publikasi institusi seperti Mahkamah Agung,
Kejaksaan Agung, dan OJK. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-

analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tindak Pidana Penipuan dalam Sistem Hukum Pidana

Tindak pidana penipuan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 378 KUHP
yang mengandung empat unsur pokok, yaitu adanya tipu muslihat atau rangkaian
kebohongan, dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta
menimbulkan kerugian pada orang lain (Sahlepi, 2024). Unsur subjektif dari pasal ini terletak
pada niat pelaku (mens rea) untuk mengelabui korban sejak awal (Puspitasari, 2024). Hal ini
menjadi pembeda utama dengan wanprestasi dalam hukum perdata, yang lebih
menitikberatkan pada kelalaian atau ketidaktepatan dalam memenuhi perjanjian. Akan
tetapi, dalam praktiknya, batas antara penipuan pidana dan wanprestasi perdata kerap
kabur. Kesulitan ini disebabkan oleh karakter perjanjian yang sering dijadikan alat untuk
menyamarkan niat jahat. Banyak pelaku menggunakan kedok hubungan hukum perdata

untuk melakukan penipuan sistematis dan terencana (Fawaid & Yudistira, 2024).
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Kekaburan batas antara aspek pidana dan perdata tersebut memunculkan ambiguitas
normatif dalam proses penegakan hukum. Polisi dan jaksa sering berbeda pendapat dalam
menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau sengketa perdata
(athurrachman, 2022). Hakim pun terkadang menjatuhkan putusan bebas karena menilai
perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur "tipu muslihat" atau karena korban dianggap lalai
secara hukum. Ambiguitas ini berakibat pada ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang
merugikan korban dan membuka ruang impunitas bagi pelaku. Selain itu, KUHP yang saat
ini masih menggunakan warisan kolonial Belanda belum mengakomodasi dinamika
kejahatan modern. Dengan demikian, perlu ada reformulasi peraturan pidana yang secara
tegas membedakan unsur penipuan dari sengketa keperdataan.

Penipuan pada dasarnya memiliki elemen kelicikan yang bersifat psikologis, sehingga
pembuktiannya tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya perjanjian atau kerugian.
Unsur tipu daya seringkali terselubung dalam relasi sosial atau transaksi yang tampak sah
di permukaan. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kepercayaan korban, kedekatan
emosional, atau kredibilitas semu untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, aspek
sosiologis dan psikologis dari pelaku dan korban perlu menjadi bahan pertimbangan dalam
pembuktian perkara. Akan tetapi, pendekatan hukum pidana Indonesia yang masih sangat
formalis belum mampu menilai kompleksitas niat dan relasi semacam itu secara holistik. Hal
ini menghambat efektivitas hukum pidana sebagai alat perlindungan masyarakat dari
penipuan.

Selain kelemahan substansi norma, perkembangan teknologi juga telah menciptakan
bentuk-bentuk baru dari tindak pidana penipuan yang tidak terantisipasi oleh hukum
konvensional (Djanggih & Qamar, 2018). Penipuan daring, seperti phising, skema ponzi
digital, pinjaman online ilegal, serta penipuan berbasis media sosial, semakin marak terjadi.
KUHP saat ini tidak secara spesifik mengatur bentuk-bentuk kejahatan ini, dan peraturan
sektoral seperti UU ITE atau UU Perlindungan Konsumen belum terintegrasi secara
sistematis dengan hukum pidana umum. Akibatnya, penegak hukum sering mengalami
kesulitan dalam memilih dasar hukum untuk menjerat pelaku. Kerancuan ini membuka celah
bagi pelaku untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana dengan berdalih tidak
adanya norma yang mengatur secara eksplisit.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana penipuan tidak lagi
sesederhana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan telah berkembang menjadi
bentuk kejahatan yang bersifat transaksional, terorganisir, dan menggunakan teknologi
canggih. Bahkan, beberapa pelaku menggunakan struktur perusahaan palsu atau kedok

investasi legal untuk menyamarkan niat jahatnya. Oleh karena itu, pembaruan hukum
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pidana perlu dilakukan tidak hanya dari sisi norma, tetapi juga pendekatan penafsiran
hukum. Penegakan hukum harus berani menerapkan interpretasi progresif dan teleologis
agar dapat menjawab tantangan kejahatan modern (Rahman Hariani, 2024). Tanpa
reformasi tersebut, hukum pidana akan tertinggal dan tidak relevan dalam memberikan
perlindungan hukum yang efektif.

Sebagai upaya solutif, penguatan regulasi perlu disertai dengan pelatihan bagi aparat
penegak hukum agar mampu memahami karakteristik penipuan secara kontekstual.
Keahlian dalam menganalisis pola komunikasi, motif ekonomi, serta transaksi keuangan
menjadi hal yang wajib dimiliki penyidik dan jaksa. Di sisi lain, pembentukan lembaga
pemantau kejahatan ekonomi atau unit cyber fraud di tingkat daerah dapat membantu
deteksi dan penindakan lebih dini. Selain itu, peran lembaga peradilan dalam
mengembangkan yurisprudensi yang adaptif terhadap bentuk-bentuk penipuan baru
sangat krusial. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dapat menjawab dinamika
penipuan modern secara efektif dan melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih luas.
Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara penipuan
1. Tantangan Penegakan Hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di tingkat kepolisian tidak
terlepas dari berbagai hambatan, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan
(Adrianto, el. all, 2024). Salah satu tantangan utama adalah pembuktian unsur-unsur pidana
dalam kasus penipuan yang sering kali tidak disertai bukti fisik yang kuat. Banyak laporan
penipuan hanya berdasarkan kesaksian korban tanpa disertai dokumen yang mendukung.
Padahal, untuk dapat melanjutkan ke proses penyidikan, penyidik harus memiliki minimal
dua alat bukti yang sah (Adrianto, el.all, 2024). Hal ini sering menyulitkan, terutama ketika
pelaku menggunakan teknik penipuan berbasis digital atau melalui komunikasi informal.
Bukti transaksi yang dilakukan lewat media sosial atau percakapan lisan sering tidak tercatat
secara hukum. Akibatnya, banyak laporan korban yang dihentikan dengan alasan tidak
cukup bukti (Ismail, et. all, 2024).

Keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian juga menjadi faktor yang
menghambat efektivitas penanganan kasus penipuan. Tidak semua aparat memiliki keahlian
khusus dalam menangani kasus penipuan, terutama penipuan berbasis teknologi atau
modus kompleks (Harapansyah, etall, 2025). Penyidik sering kali kewalahan karena
menangani banyak kasus dengan SDM yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan belum
optimalnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam memahami aspek hukum siber dan teknik
investigasi digital. Sebagai akibatnya, proses penyelidikan berjalan lambat dan tidak jarang

kasus berhenti di tengah jalan. Di beberapa daerah, penyidik bahkan kesulitan mengakses
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perangkat digital korban atau pelaku untuk mendapatkan bukti. Kurangnya dukungan
peralatan forensik dan jaringan interinstitusional juga menjadi kendala teknis yang signifikan
(Arifuddin,& Yusuf, 2024).

Selain tantangan teknis, terdapat pula hambatan non-yuridis yang mengganggu
independensi aparat kepolisian dalam menangani kasus penipuan. Intervensi pihak
eksternal, baik dari tokoh masyarakat, pejabat, maupun kuasa hukum pelaku, sering
mempengaruhi jalannya penyidikan. Dalam beberapa kasus, pelaku yang memiliki
pengaruh atau kekuasaan berhasil menekan aparat untuk menghentikan proses hukum.
Tekanan ini menciptakan ketimpangan perlakuan hukum antara pelaku yang berpengaruh
dan masyarakat biasa (Akbar, 2013). Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan
publik terhadap objektivitas penegakan hukum. Akibatnya, korban merasa tidak
mendapatkan keadilan dan enggan melanjutkan proses hukum. Praktik semacam ini
berkontribusi pada tumbuhnya budaya impunitas bagi pelaku penipuan.

Di tingkat kejaksaan, tantangan utama berkaitan dengan tingginya standar
pembuktian untuk dapat melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum
sering kali menilai bahwa unsur pidana tidak terpenuhi secara sempurna, terutama dalam
membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dari pelaku. Pelaku penipuan kerap menyusun
skenario seolah-olah terjadi kesepakatan bisnis atau utang piutang, sehingga kasus tampak
seperti wanprestasi perdata. Perbedaan interpretasi antara aparat kepolisian dan jaksa juga
kerap terjadi, menyebabkan berkas perkara bolak-balik atau bahkan dihentikan. Hal ini
menambah frustrasi korban yang telah berharap pada proses hukum. Tantangan ini
menegaskan pentingnya sinkronisasi antara penyidik dan penuntut umum sejak awal proses
penanganan perkara.

Jaksa juga menghadapi tekanan pembuktian yang lebih tinggi ketika kasus penipuan
masuk ke pengadilan. Banyak hakim yang menekankan pada alat bukti yang bersifat
langsung dan tertulis, seperti perjanjian, surat, atau bukti transfer (Simbolon, 2024). Jika
bukti hanya berupa keterangan saksi dan pengakuan korban, maka dakwaan jaksa rawan
dinyatakan tidak terbukti. Di sisi lain, kasus penipuan seringkali bersifat kasuistik dan
kompleks, sehingga tidak semua unsur bisa dibuktikan secara linier. Jaksa dituntut untuk
tidak hanya menguraikan fakta hukum, tetapi juga membangun narasi kuat tentang motif
dan modus operandi pelaku. Hal ini menjadi beban tambahan yang tidak ringan, apalagi
jika pelaku menggunakan identitas palsu atau beroperasi lintas wilayah. Keadaan ini semakin
menyulitkan pembuktian dalam koridor formil hukum pidana (Limbong, et. all, 2025).

Keterbatasan waktu dalam masa penahanan juga memengaruhi kualitas penyusunan

dakwaan oleh jaksa. Dalam banyak kasus, waktu yang tersedia untuk menyusun surat
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dakwaan dan merampungkan berkas sangat terbatas, terutama jika pelaku ditahan (Gulo,
2024). Akibatnya, jaksa sering tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan
pendalaman kasus secara menyeluruh. Padahal, kasus penipuan yang kompleks
membutuhkan analisis mendalam, termasuk penelusuran aliran dana dan motif psikologis
pelaku (Subekti, 2024). Waktu yang terbatas ini berisiko menurunkan kekuatan dakwaan
dan membuka peluang pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam beberapa kasus,
jaksa memilih mengajukan dakwaan dengan pasal yang lebih ringan agar proses
persidangan lebih cepat. Namun hal ini berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi korban.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dan kejaksaan dalam
penanganan perkara penipuan tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada
aspek kelembagaan dan teknis operasional. Kurangnya sinergi antarlembaga penegak
hukum memperlambat proses hukum dan memicu inkonsistensi penanganan. Selain itu,
belum adanya pedoman teknis yang spesifik untuk membedakan antara penipuan dan
wanprestasi turut memperparah kekaburan batas hukum. Untuk mengatasi hal ini, perlu
dilakukan penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, pembaruan regulasi, serta
peningkatan sarana teknologi pendukung. Reformasi sistem penegakan hukum harus
diarahkan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, dan efek jera terhadap

pelaku penipuan.

2. Tantangan yang dihadapi dalam Penanganan oerkara di Pengadilan

Salah satu kendala utama dalam penanganan tindak pidana penipuan di pengadilan
adalah dominannya pendekatan formil yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara. Hakim sering kali berpegang pada prinsip /n dubio pro reo, yaitu apabila
terdapat keraguan dalam pembuktian, maka terdakwa harus dibebaskan. Meskipun prinsip
ini penting untuk menjamin hak asasi terdakwa, namun dalam konteks penipuan yang sarat
dengan tipu muslihat dan permainan psikologis, pembuktian secara langsung menjadi
sangat sulit. Akibatnya, meski secara substantif terdapat kerugian dan indikasi kesengajaan,
putusan pengadilan bisa menjadi ringan atau bahkan membebaskan terdakwa. Hal ini
menciptakan kesan bahwa hukum tidak cukup berpihak kepada korban kejahatan ekonomi.

Masalah yuridis lainnya muncul dari ketiadaan pedoman Mahkamah Agung yang
secara teknis membedakan dengan tegas antara tindak pidana penipuan dengan
wanprestasi perdata (Laurensiusarliman, 2018). Ketika hubungan antara pelaku dan korban
sebelumnya dibingkai dalam perjanjian atau transaksi hukum, hakim kerap menilai bahwa
sengketa tersebut lebih layak diselesaikan dalam ranah hukum perdata. Padahal, unsur

penipuan dalam banyak kasus justru dilakukan sejak awal terbentuknya hubungan hukum
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tersebut (aliman & Padang, 2017). Ketika penipuan dibalut dengan bentuk legal formal
seperti perjanjian kerja sama, hakim kesulitan menentukan niat jahat pelaku. Kekosongan
pedoman ini menyebabkan inkonsistensi antarputusan, tergantung pada persepsi hakim
masing-masing. Hal ini berujung pada ketidakpastian hukum yang sangat merugikan pihak
korban (Ulwan, et. all, 2025).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan, terdakwa dapat
memperoleh keringanan hukuman atau bahkan dibebaskan karena telah mengembalikan
sebagian atau seluruh kerugian korban. Meskipun dalam doktrin hukum pidana
pengembalian kerugian tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, praktik ini
sering dipertimbangkan sebagai alasan meringankan oleh hakim. Ini menimbulkan
preseden yang keliru bahwa pelaku penipuan bisa menghindari hukuman berat cukup
dengan "membayar kembali". Implikasi dari praktik ini sangat serius, yaitu menurunkan daya
cegah (deterrent effect) dari hukum pidana. Pelaku potensial dapat merasa aman melakukan
penipuan karena berpikir bisa menyelesaikan masalah secara damai apabila tertangkap.

Selain itu, kelemahan dalam proses pembuktian juga sering dimanfaatkan oleh tim
pembela untuk membelokkan fokus persidangan dari substansi perkara ke aspek
prosedural. Dalam perkara penipuan, pembuktian unsur "tipu muslihat" dan "niat jahat"
(mens rea) tidak selalu bisa dilihat dari dokumen formal saja. Namun karena sistem
pembuktian di pengadilan lebih mengedepankan alat bukti yang konkrit dan tertulis, banyak
argumen substantif yang tidak terakomodasi. Misalnya, komunikasi verbal, perilaku
manipulatif, dan gestur meyakinkan pelaku sering kali tidak bisa dijadikan alat bukti yang
sah. Ini menjadikan perkara penipuan sulit dibuktikan, kecuali apabila terdapat rekaman,
saksi langsung, atau surat menyurat yang eksplisit menggambarkan niat menipu.

Faktor lain yang memperlemah penegakan hukum dalam konteks peradilan adalah
beban kerja hakim yang tinggi serta terbatasnya waktu untuk menelaah secara rinci setiap
kasus. Dalam sistem peradilan Indonesia yang masih manual di banyak wilayah, persidangan
dilakukan dengan jadwal yang padat, menyebabkan kualitas pemeriksaan menjadi tidak
optimal. Dalam situasi seperti ini, hakim cenderung mengutamakan efisiensi dan berpegang
pada dokumen formal yang mudah diverifikasi. Hal ini bertentangan dengan esensi keadilan
yang menuntut penilaian atas konteks sosial dan psikologis dari tiap perkara. Penipuan
sebagai kejahatan yang bersifat “white collar”sering kali tidak menimbulkan luka fisik, tetapi
kerugian yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya formil akan gagal
menangkap kerugian moral dan ekonomi yang diderita korban.

Studi Kasus: Penipuan Investasi Bodong di Indonesia
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Penipuan investasi bodong merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang
berkembang pesat di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Kasus-kasus besar seperti
MeMiles (Pusparani, 2023), Pandawa Group (Widiastuti, 2019), First Travel, hingga DNA Pro
menjadi cerminan nyata bagaimana pelaku dapat mengelabui ribuan korban dengan
modus investasi berbasis imbal hasil tinggi (Kasih, 2023). Para pelaku menggunakan
pendekatan persuasif, memanfaatkan tokoh publik atau selebritas, dan membungkus bisnis
dengan citra profesional agar terlihat kredibel. Legalitas yang semu, seperti surat izin usaha
atau legal opinion dari pihak yang tidak berwenang, sering digunakan untuk mengaburkan
kesan penipuan. Dengan memanfaatkan celah kelemahan regulasi dan lemahnya literasi
keuangan masyarakat, pelaku berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah fantastis.

Modus yang digunakan dalam investasi bodong umumnya berbentuk skema Ponzi,
yaitu sistem yang membayar keuntungan investor lama dari dana investor baru. Sistem ini
tidak memiliki aktivitas usaha riil dan pada akhirnya akan runtuh ketika aliran dana baru
terhenti (Jeremiah & Rasji, 2024)). Namun sebelum kehancuran terjadi, pelaku telah lebih
dahulu menikmati keuntungan besar dan mengalihkan aset ke rekening pribadi atau pihak
ketiga. Dalam kasus DNA Pro misalnya, pelaku berhasil mengalihkan dana miliaran rupiah
ke luar negeri sebelum aparat penegak hukum bertindak. Hal ini menunjukkan lemahnya
sistem deteksi dini terhadap aktivitas keuangan mencurigakan. Peran OJK, PPATK, dan
aparat kepolisian belum berjalan secara terintegrasi dalam mencegah eskalasi kejahatan
semacam ini (Jeremiah, & Rasji, 2024).

Dari sisi penegakan hukum, aparat berhasil menangkap dan memidanakan beberapa
pelaku utama dari investasi bodong tersebut. Namun, proses hukum tersebut belum
mampu menjangkau seluruh jaringan pelaku, terutama mereka yang berperan sebagai
penghubung (broker) atau pihak yang mendapatkan aliran dana tidak langsung. Banyak
dari mereka masih bebas, atau hanya dikenai sanksi administratif yang tidak sebanding
dengan kerugian yang ditimbulkan. Bahkan dalam beberapa kasus, aset pelaku tidak dapat
disita karena telah dialihkan ke atas nama orang lain. Hal ini memperlihatkan lemahnya
kemampuan negara dalam melakukan pelacakan aset (asset tracing) secara efektif dan
menyeluruh. Akibatnya, keadilan bagi korban menjadi tidak tuntas.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketidaksinambungan antara hukum pidana,
hukum perdata, dan hukum keuangan dalam menangani penipuan investasi. Meskipun
pelaku dijerat pidana, aspek pemulihan kerugian korban sering kali diabaikan. Tidak adanya
mekanisme restitusi atau kompensasi yang terintegrasi dalam proses pidana menjadikan
korban harus menggugat secara terpisah di ranah perdata, yang membutuhkan waktu,

biaya, dan energi besar. Padahal sebagian besar korban adalah masyarakat kelas menengah
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ke bawah yang tidak memiliki kemampuan litigasi yang memadai. Hukum positif Indonesia
belum memiliki sistem terpadu yang menggabungkan pemidanaan pelaku dan pemulihan
hak-hak korban secara simultan.

Selain permasalahan yuridis, faktor kultural juga berkontribusi pada keberhasilan
penipuan investasi bodong. Masyarakat Indonesia umumnya memiliki budaya kolektif dan
cenderung percaya kepada tokoh yang dianggap kredibel, termasuk tokoh agama, pejabat
lokal, atau selebritas. Pelaku penipuan sering memanfaatkan hal ini dengan menggandeng
figur publik untuk menciptakan rasa aman palsu. Misalnya, dalam kasus MeMiles, publik
figur turut mempromosikan investasi di media sosial tanpa memahami skema bisnis yang
dijalankan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penanggulangan penipuan tidak hanya
bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga membutuhkan edukasi
publik dan literasi investasi yang memadai.

Dalam konteks regulasi, penipuan investasi bodong juga memperlihatkan kelemahan
koordinasi antarinstansi negara. Meski OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi
lembaga keuangan, banyak investasi bodong beroperasi di luar sistem yang terdaftar secara
resmi (Prasetyo, Haryanto, 2019). Keterlambatan OJK dalam mengeluarkan peringatan
publik serta lambatnya aparat kepolisian menindak laporan awal memperparah kerugian
yang diderita korban. PPATK sebagai lembaga yang memantau aliran dana mencurigakan
pun belum optimal dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum secara
tepat waktu. Kurangnya sistem pengawasan terpadu antarlembaga menciptakan ruang
bebas bagi pelaku untuk memindahkan dana dan menghilangkan jejak digital dengan cepat
(Rahma, 2022).

Upaya pemerintah melalui Satgas Waspada Investasi patut diapresiasi, namun belum
menyentuh akar masalah secara struktural. Satgas hanya bertindak sebagai wadah
koordinasi dan himbauan publik, tanpa kewenangan eksekutorial yang kuat. Sementara itu,
perlindungan terhadap korban belum menjadi prioritas utama. Dalam banyak kasus, bahkan
informasi tentang jumlah kerugian korban dan pemulihan aset tidak diungkap secara
transparan ke publik. Hal ini mengurangi efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan
pelajaran hukum vyang jelas bagi masyarakat. Pemerintah seharusnya mendorong
reformulasi hukum pidana ekonomi yang memuat ketentuan tegas tentang restitusi,
penyitaan aset, dan larangan promosi ilegal oleh publik figur.

Urgensi Reformasi Penegakan Hukum terhadap Penipuan

Penipuan sebagai bentuk kejahatan ekonomi tidak lagi bersifat konvensional,

melainkan telah berevolusi menjadi fenomena hukum yang kompleks, multidimensi, dan

lintas sektor. Karakteristik penipuan modern melibatkan entitas hukum seperti korporasi
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fiktif, jaringan transnasional, dan teknologi informasi (Herawati, 2025). Oleh karena itu,
penanganan penipuan tidak dapat lagi bertumpu pada pendekatan hukum pidana klasik
yang berorientasi pada pemidanaan semata. Reformasi hukum pidana, baik secara materiil,
formil, maupun institusional menjadi keniscayaan. Tanpa perubahan paradigma penegakan
hukum, korban penipuan akan terus dirugikan, dan pelaku akan memanfaatkan celah-celah
kelemahan sistem hukum untuk menghindari tanggung jawab (Prasetyo, 2011).

Dari aspek regulasi, revisi KUHP yang sedang berlangsung harus secara eksplisit
mengakomodasi perkembangan penipuan digital dan kejahatan korporasi. Saat ini, Pasal
378 KUHP terlalu sederhana dan tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk penipuan
berbasis teknologi dan ekonomi digital (Lumbanradja, 2024). Oleh karena itu, diperlukan
pasal tambahan yang memuat unsur-unsur penipuan melalui sistem elektronik,
penggunaan algoritma, atau manipulasi platform digital. Di samping itu, perlu diatur pula
pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih tegas, termasuk pembubaran badan
hukum dan penyitaan aset sebagai bentuk pemulihan. Tanpa regulasi adaptif, sistem hukum
akan selalu tertinggal dibanding pelaku kejahatan.

Selain pembaruan regulasi, aspek teknis dalam penanganan perkara penipuan juga
perlu direformasi. Banyak kegagalan penegakan hukum disebabkan oleh ketidaktahuan
atau ketidakmampuan aparat dalam membedakan antara wanprestasi dan penipuan.
Padahal, perbedaan ini sangat krusial karena menentukan apakah seseorang dapat dipidana
atau hanya dituntut secara perdata. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menyusun
pedoman teknis atau Surat Edaran (SEMA) yang menjelaskan indikator objektif pembedaan
antara penipuan dan wanprestasi. Pedoman ini harus dapat digunakan di seluruh tingkat
peradilan agar tercipta keseragaman dalam putusan dan menghindari inkonsistensi hukum.

Dalam perspektif perlindungan korban, sistem hukum pidana saat ini masih
berorientasi pada pelaku, dengan fokus pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan.
Padahal, korban adalah pihak yang mengalami kerugian langsung, baik secara material
maupun psikologis (Yulia, 2016). Sayangnya, korban sering tidak dilibatkan secara bermakna
dalam proses hukum. Bahkan, tidak jarang korban diposisikan seolah sebagai pihak yang
lalai. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum harus memberikan perlindungan
menyeluruh kepada korban sejak awal, termasuk akses terhadap bantuan hukum,
perlindungan dari intimidasi, serta jaminan atas pemulihan hak-haknya. Mekanisme restitusi
dan kompensasi perlu diintegrasikan ke dalam proses peradilan pidana sebagai bentuk
keadilan substantif.

Penerapan pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi alternatif dalam

penanganan kasus penipuan, terutama yang berskala kecil dan tidak melibatkan jaringan
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terorganisir. Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku
dan korban, serta pemulihan kerugian secara langsung. Dalam konteks penipuan,
pendekatan ini memungkinkan korban mendapatkan ganti rugi secara lebih cepat dan
efisien dibandingkan proses peradilan konvensional yang berlarut-larut. Namun, penerapan
restorative justice harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi jalan pintas bagi pelaku
untuk menghindari hukuman. Mekanisme ini harus digunakan dengan kriteria tertentu,
seperti pengakuan kesalahan oleh pelaku dan kesediaan untuk mengganti kerugian secara
penuh.

Dari sisi teknologi, sistem peradilan pidana di Indonesia harus bertransformasi menuju
model digitalisasi yang mendukung efisiensi dan transparansi. Proses pelaporan, penyidikan,
hingga persidangan harus dapat dilakukan secara elektronik untuk mempercepat
penanganan perkara dan mengurangi celah manipulasi. Sistem pelacakan aset digital,
penggunaan tanda tangan elektronik, hingga penyimpanan bukti berbasis blockchain dapat
digunakan untuk meningkatkan integritas proses hukum. Pemanfaatan teknologi tidak
hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai fondasi utama dalam mendukung reformasi
penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi digital seperti penipuan.

Reformasi penegakan hukum juga harus menyentuh aspek pendidikan dan kapasitas
sumber daya manusia aparat penegak hukum. Banyak kasus penipuan yang tidak tertangani
dengan baik karena keterbatasan pemahaman penyidik, jaksa, dan hakim terhadap
dinamika penipuan modern. Diperlukan pelatihan khusus dalam bidang kejahatan
keuangan, hukum ekonomi, dan teknologi informasi. Lembaga pendidikan hukum juga
harus merevisi kurikulum agar responsif terhadap tantangan kejahatan digital. Aparat yang
kompeten akan mampu menilai kasus dengan pendekatan hukum progresif dan
berorientasi pada keadilan substantif. Ini menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan
reformasi hukum pidana secara menyeluruh.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan dan tantangan yang telah diuraikan,
urgensi reformasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tidak dapat ditunda
lagi. Reformasi ini harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh—meliputi regulasi,
teknis yudisial, kelembagaan, perlindungan korban, teknologi, hingga sumber daya
manusia. Pendekatan hukum tidak lagi cukup hanya mengedepankan aspek represif,
melainkan harus disertai orientasi pemulihan dan pencegahan. Tanpa reformasi yang
substansial dan terstruktur, sistem hukum Indonesia akan terus tertinggal dari modus
penipuan yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat luas. Reformasi ini bukan

hanya untuk efektivitas hukum, tetapi demi keadilan sosial yang hakiki.
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SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana
penipuan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius baik secara normatif, teknis,
maupun struktural. Dari aspek hukum positif, Pasal 378 KUHP belum mampu menjangkau
kompleksitas modus penipuan modern yang melibatkan teknologi informasi dan struktur
korporasi. Di sisi lain, aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun
pengadilan, sering kali menemui kendala dalam proses pembuktian, pembedaan antara
penipuan dan wanprestasi, serta inkonsistensi dalam penerapan hukum. Studi kasus
penipuan investasi bodong seperti MeMiles dan DNA Pro memperlihatkan bahwa meskipun
pelaku utama telah diproses secara pidana, korban tetap dirugikan karena sistem hukum
belum menyediakan mekanisme pemulihan kerugian yang terintegrasi. Lemahnya asset
tracing, tidak optimalnya koordinasi antar lembaga (seperti OJK, PPATK, Kepolisian), serta
ketiadaan pedoman teknis dari Mahkamah Agung menjadi faktor penghambat efektivitas
penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh yang
mencakup: revisi regulasi KUHP agar responsif terhadap penipuan digital dan kejahatan
ekonomi; penyusunan pedoman teknis untuk membedakan penipuan dari sengketa
perdata; penguatan perlindungan terhadap korban; dan peningkatan kapasitas SDM
penegak hukum. Pendekatan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga progresif
dan restoratif, menjadi solusi untuk menjawab tantangan ini secara substansial dan
berkeadilan. Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan Empiris Langsung Penelitian ini belum
melibatkan wawancara langsung atau FGD (focus group discussion) dengan aparat penegak
hukum (penyidik, jaksa, hakim), sehingga analisis empiris bersumber pada studi kasus dan
dokumentasi terbatas. Keterbatasan Data Kasus Penelitian fokus pada beberapa kasus besar
(MeMiles, DNA Pro), tetapi belum mengeksplorasi kasus-kasus penipuan berskala kecil atau
lokal, yang juga memiliki dinamika hukum tersendiri. Belum Memuat Analisis Perbandingan
Hukum Internasional Kajian ini belum membandingkan sistem penanganan penipuan
dengan negara lain (seperti model Amerika Serikat, Belanda, atau Australia), yang dapat

memperkaya rekomendasi reformasi sistem hukum nasional.
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